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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
PEREMPUAN DAN PERLINDUNCAN ANAK
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 12a/X1l/Tahun 2019
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom), PEJABAT PENGADAAN
DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP,
KEGIATAN PENGADAAN
DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNCAN
ANAK KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

MEMUTUSKAN

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan untuk
penatausahaan keuangan daerah serta pertanggungjawatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah ( APBD ) dipandang
perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom),
Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
(PPHP) Kegiatan Pengadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020:

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayzan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar Dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa TengahJawa Barat dan Daerah Istimewa

Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara:

4, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005  tentang
pengelolaan Keuangan Daerah;



10.

1.

12,

13,

16,

?"dang'Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dar
ransaksi Elektronik:

Undang.Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaar
Daerah Istimewa Yogyakarta:

0 Tentang Usahe

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 200
na telah diubal

dan Peran Masyarakat Kontruksi sebagaima
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010:

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 teptang
Penyelenggaraan Jasa Kontruksi sebagaimana telah diubat
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010:
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi;

Nomor 6 Tahun 2006 tentang

k Negara / Daerah sebagaimana telak
r 36

Peraturan Pemerintah
Pengelolaan Barang Mili
diubah dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomo
Tahun 2008:

an Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaar
erintah sebagaimana telah diubah terakkir
or 70 Tahun 2012;

Peratur
Barang /Jasa Pem
dengan Peraturan Presiden Nom

Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telab
diubah terakhir dengan .’eraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturar
Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Peraturan

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan

Secara Elektronik:

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa
pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Tekris

Operasional Daftar Hitam;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jase
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum
Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tesntang Unit Layanen

Pengadaan:

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telzh
di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;




Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

19.

20.

21,

[ Jasa

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Bara:ﬁg
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang E - Tendering:

Nomor 5 Tanun 2076

rt
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Daerah Kota

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Yogyakarta:

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jesa :

Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor €9 tahun 2019
tentang Pedoman pelaksanaan Kegiatan Anggaran Belan;a
Pendapatan dan Belznja Daerah Kota Yogyakarta:

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN;MASYARAKAE.
PEREMPUAN  DAN PERLINDUNGAN  ANAK KC‘./-\
YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PEJA!SAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPKom), PEJABAT PENGADAAN.DAN PEJABATl
PEMERIKSA  HASIL PEKERJAAN  (PPHP;  KEGIATAN
PENGADAAN  DINAS PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT,
PEREMPUAN  DAN PERLINDUNGAN  ANAK  KOTA

YOGYAKARTA TAHUN 2020 :

n

Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPKom ) Kegiatan
Pengadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

perlindungan Anak Kota Yogyakarta :

Pejabat Pembuat Komitmen ( PPKom ) Pengadaa) mempunyai
tugaas‘ Perencanaa Pengadaan dilakukan bersamaan dengan
proses penyusunan Rencana Kerja dzn Anggaran
Perangkat Daerah setela? penandatarganan nota
kesepakatan Kebijakan umum APBD sertz Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara ( KUA - PPAS j:
b. Perencanaan dilaksanakan untuk pengadasn yang
dilakukan melalui :
a. Swakelola
b. Penyedia

¢. Perencanaan Pengadaan vyang dilaku<an melalui
swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf
a meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Penetapan tipe Swak2lola:

2. Penyusunan spesifikasi teknis / KAK;

3. Penyusunan prakiraan biaya / Rencana
Anggaran Biaya ( RAB );

d. Perencanaan Pengadaan yang dilakukan melalui
penyedia sebagaimana dimaksud pade aya: (2) huruf b
meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan spesitikasi teknis/KAK:

2. Penyusunan perkiraan bieaya / Rencana
Anggaran Biaya ( RAB );

3. Pemaketan Pengadaan Barang / Jasa:

4. Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa:

5. Biaya Pendukung:



KETIGA

KEEMPAT

§

|:ig;:g Z‘aya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusar

(APBDQ ankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeraf
) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.

l:eputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengar
etentuan akan diubah seb~gaimana mestinya,apablla terdapat
kekellruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 23 Desember 2019

A ! Kepala Dinas




PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PpKon

Lampiran
ampiran

Surat keputusan «epala dinas
pemberdayaan 1 asyarakat
perempuan dan perlindungan

anak kota yogy<kara = 4

Nomor

- 2@/ X1/ Tahun 2019

Tanggal

+ 23 Desember 2019 J

). PEJABAT PENGADAAN DAN PEIABATP

EMERIKSA N HIASIL

PEKERJAAN (PPHP) KEGIATAN PENGADAAN

DI DINAS '
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLIN DUNGAN ANAK
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
| NO | _ ——
‘ J| - NAMA/NIP ] Kegiatan
| PKom Pejabat Pengadaan PPHP o
I i ?t::nz) asning Handayani Fatmah Rosyati, SIP 19710729 | Suwartopo Penyec.iiam) Rapat- rapat
| 196700 199607 2001 19670810 199503 1 095 | Koordinas dan
g 1 0206 I.99403 2007 Konsultasi
<. | Dra, T)‘Rsmng Handayani Fatmch Rosyati, SIP Suwartopo Penyediaan Jasa.
' Shanti 19710729 199607 2001 19670810 199503 1 025 | Peralatan dan
| 19670206 199403 2 007 Perlenghap-n Kantor '
3 | Dra. Tyasning Handayani Fatmah Rosyati. SIP Suwartopo Pemelihar: n Rutin |
' Shanti 19710729 199607 2001 19670810 199503 1 05 | Berkala Gedung |
: 19670206 199403 2 007 Bangunan Kantor ‘
3 4. | Dra. Tyasning Handayani Fatmah Rosyati. SIP Suwartopo Pemelihar: n Rutin/ J
| Shanti 19710729 199607 2001 19670810 199503 1 005 | Berkala Kendaraan |
| 19670206 199403 2 007 Dinas/ Operasional
5. | Dra. Tyasning Handayani Fatmah Rosyati. SIP Suwartopo Penyusunan  Dokunen
| Shanti 19710729 199607 2001 19670810 199503 1 003 | Perencancan. |
' 19670206 199403 2 007 Pengendalian dan |
| Laporan Capatan Kinerja |
i ‘ SKPD
6. | Polana Setiya Hati,S.Si MM | Retnaningtyas, SSTP Indrawati, S.Sos Pembinaan ]
197306011998032006 19780329 199711 2 001 19741105 200604 2 093 | Pengarusutamaan Gender
7. | Polana Setiya Hati,S.Si MM | Retnaningtyas, SSTP Indrawati, S.Sos Pembinaan  Partisipasi
197306011998032006 19780329 199711 2 001 19741105 200604 2 003 | dan Perlindungan
8. Perempuan
Polana Setiya Hati,S.Si MM | Retnaningtyas. SSTP Indruwati, S.Sos UPT P2T2A
N.197306011998032006 19780329 199711 2001 19741105 200604 2 003 |
9. | Fatmah Rosyati, SIP Polana Setiya Hati.S.Si MM Hendro Basuki. S.KN. | Pembinaar ‘
19710729 199607 2001 197306011998032006 M.Kes. Pengarusutamaan  Hak 5
196207301987021001 Anak |
10. | Fatmah Rosyati, SIP Polana Setiya Hati,S.Si MM Hendro Basuki, S.KN. | Pembinaar  Punisipasi |
19710729 199607 2001 197306011998032006 M.Kes. dan Perlirdungan Anak
19620730198702100!
11. | Retnaningtyas, SSTP Hendro Basuki, S.KM,M Kes. | Tutut Hari Kartono, Pembinaar Kelembagaan
19780329 1997112 001 196207301987021001 AMd Kemasyarakatan
196207301987021001
12, | Retnaningtyas, SSTP Hendro Basuki, S.KM,M.Kes. | Tutut Hari Kartono, Pembinaar  Partisipasi |
19780329 199711 2 001 196207301987021001 A.Md Masyaraka dalam |
196207301987021001 Pembanguian |
|

Yogyakarta, 23 Desember 2019

Kepala Dinas
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